Menimbang

WALIKOTA SURABAYA

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA

NOMOR 41 TAHUN 2007

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWARBAN
SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN

WALIKOTA SURABAYA,

behwa dalam rangioa pamberan banfuan dalam bentuk uang
dan/atau barsng unik menunjang berbagel kegiatan
masyarakat, telah diletapkan Peraturan Walikota Surabaya
Nemor 64 Tahun 2008 tentang Femberian Biaya
Operasional, Pembinaan dan Bantuan di Kota Surabaya;

bahwa berdasarkan ketentuan Pesal 133 ayut (3) Persturan
Merteri Dalam Negerd Nomer 13 Tashun 2008 tentang
Pedoman Pengelolsan Keuangan Daerah, yang intinya tate
cara pemberian dan pertanggunglawaban subsidi, hibeh,
bantuan s0sial, bantuan keuangsn dietaplan dalam
Peraturan Kepala Deorah, sehingga Persitran Walicota
Sursbaya Nemor 64 Tahun 2008 sebagaimana dimakaud
datem huruf a periu ditinjau kemball;

bahwa berdasarkan perimbangan sebagaimans dimaksud
dalam huruf e, dan huruf b, serta memperhatikan Surst
Mentari Dalam Negeri Nomor 426/201/BAKD tanggal 3 Apsil
2007, periu menetepkan Peraturan Walikota tentang Tata
Cara Pemberian dan Pertanggungiawaban Subsidl, Hibah,
Bantuan Sosial dan Bartuan Keuangan.

. Undang-Undang Nomor 18 Tshun 1950 tentang

Pembantukan Oaersh Kota Besar dalem Lingkungsn
Propinsi Jawz Timur/Jawa Tengst/Jawe Bearst dan Daersh
lstimewa Yogyakarta, sebagasimsna telsh diubah dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985 {(Lembamn Negam
Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negars Nomor

2730y,



. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1885 tentang Organisasl

Kemasyarskatan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 44,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);

. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang

Pembeniukan Persturan Penumdang-Undangan {Lembaran
Negara Tshun 2004 Nomor 53, Tambahan Lambaran

Nagara Nomor 4368),

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerinishan Deerah (Lembaran Negara Tshun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437),
sebagaimans telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108,
Tambahan Lemnbaran Negara Nomor 4548);

. Peraturan Pemerintsh Nomor 18 Teshun 1988 tentang

Polaksansan Undang-Undang Nomor 8 Tehun 1585 tentang
Organisasl Kemasysrakatan;

. Peraturan Pemerintah Nomor $8 Tshun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah;

. Peraturan Mentert Dalam Negerl Nomor 13 Tahun 2008

tentang Pedoman Pengeloiaan Keuangan Dasrah;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007

tentang Pedoman Telmis Pengeictaan Barang Milik Deerah;

. Peraturan Dasrsh Kota Surabaya MNomor 15 Tahun 2005

tentang Organisasi Lembaga Teknis Kota Surabaya
(Lembaran Dasrah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 4D);

10.Peraturan Wailkota Surabays Nomor 5 Tahun 2008 tentang

Penjsbaran Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan
Kesuangan Kota Surabaya.

11.Peraturan Walikota Surabaya Nomor 26 Tahun 2008 tentang

Tata Nasksh Dinss di Lingkungan Pemerinish Kota

Sursbeya Kota Sursbeya (Berita Dserah Kot Surabaya
Tahun 2008 Nomor 12/E);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA
PEMBERIAN DAN PERTANGGUNJAWABAN SUBSIDL,
HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN.

BAB )
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wallkota inl yang dimakaud dengan :

1. Dwarsh, adalah Kota Surabaya.

2. Pemerintah Deerah, adaleh Pemerinteh Kota Sursbaya.
3. Kapels Deersh, adsigh Wallkota Sursheys.



. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Wallkota Surabaya.

Sekretaris Dasrah adalah Sekretaris Dasrah Kota Surabaya.

Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingiat
SKPD, adeiah Perangkat Daerah pada Pemerintsh Deerah

selaku pengguna anggearan/penguna barang.

Badan Pengeioclaan Keuangan, adalah Badan Pangelolaan
Keuangan Kota Surabaya.

Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan
Bantuan Keuangen sdeiah Belanjs Subsidi, Belanja Hibah,
Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan sshagsimana
dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negert Nomor 13
Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolsan Keuangan
Daerah,

Perorangan, adalah penduduk Kots Surabaya

10.Pemerintah Daarah  lainnya, adalah  Pemerintah

ProvinslKabupaten/Kota lain di luar Pemerintah Daerah.

11.Petusahasn wndalah sellap bentuk useha yang berbadan

hukum atau tidek, milk orang perorangan, milk
persekutuan, atau badan hukum, balk milik swasta maupun
milik negara, yang mempekerjakar pekerjaw'buruh dengan
membayar upah stau imbalan dalam bentuk lain.

12_Badan asdalah sekumpulan orang dan/atau modal yang

merupakan kesatuan baik yang melskukan usahs maupun
yang fidak melakuken usaha yang meliputi  perseroan
ferbatas, persaroan komandiier, perseroan lainnya, Badan
Usaha Miflk Negara atau Dsorsh dengan nama dan dalam
bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun,
porsekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa,
organisasl sosial politik, atau organisasl yang sejenis,
lsmbega, bentuic usahe tetap, dan bentuk badan lainnya.

13.Bendahara pengeluaran adalah pejabat fungsional yang

ditunjuk menefima, menyimpan, membayarken,
menatausahakan dan mempertanggungiewabkan uang
untuk keperiuan belanja deerah dalam rangka peiaksanaan
APBD pada SKPD,

14.0rganisas| Kemasyarakatan, adalah orgenisasi yang

dibentuk oleh anggota masysraiat Wargs Negara Republik
Iindonesia secars sukarela atas daser kesamaan kegiatan,
profesl, fungsl, agame dan kspercsysan terhadap Tuhan
Yang Maha Esa, unfuk berperan serta dalam pembangunan
dalam rangka mencapal tuuan nasional dalam wadah
Negam Kesatuan Republik Indoresia yang berdasarkan
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Fasal 2

Belanja subsidl digunaien untuk manganggarkan benbusn
biays produksl kepada perusshasniembage terteniu agar
harga jusl produksifjase yang dihasikan dapet terjanglau
oleh masyarakat banyak.
Perusahasnfembags tettentu setagaimana dimaksud pada
ayat (1) adalah perusahaandembtaga vang menghasiikan
produk stou jasa pelaysnan umum masyaralat.
Perusahaaniembaga penarina belanja subsidi
sabagaimana ditmaksud pade ayet (1) harus erleblh dehulu
diiskulkan sudit sesupi dengan Kkelerdusn peomerikeasan
pengesiolasn den tanggungiawab keussngan hegars,

Pasal 3

Belanja hibah digunaken uniuk menganggarkan psmbedian
hibah dalem bentuk uang, bmrang danstau jusa kepada
pemerintads atau pemerinteh dasrah isnhnys den kelompok
masyarskatiperorangan yang secara apesiik  telsh
ditetapkan peruntulannya.

Pemberian hibah daiam bentuk uvang dapst dianggarian
apatila pemerntah dawah lelsh memenuhi seluruh
kebutuhan belanje urusan wajlib guna memerui standar
pelayanan mininum yang dimispken delem persturan
peruiiang-undangsn.

Pamberan htheh dalam beniuk barang dapat dilakukan
apabils harang tersebit :

. tidak mempunyal nilal skonomis bagl pemerinish desrsh
tetepl bermanfaat begl pemeriniah atav pemenntah
dnerah fainnya dan/atau kelompok
masyarakat/perciangan;

b, befupa tenah danfatéu bangunan yang telah disarshian
okh kepals Satuan Kaerja Perangkat Daersh kepada
kepaia Dastah,

¢. berupa tanah dan/stau bhangunan yang dafl awal
pengadaannys direncanakan uriuk dihibahkan;

d. berupa scinin fsnab dandatau bangunan yang eleh
diserahkan cleh kepaia Satuan Kerja Perangkat Daerah
kepada kepata Duerah melaiui pengelola berang; atsu

8. berupa selain tansh dunvatou bengunan yang derd awsl
pengadasnnys direncanskan untuk dibahican.
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Hibah sebagairiana dimaksud pada ayst (3;, spabila berupa
tansh darnvsta: Laengunan atau selain tenah dan/sta
bangunan yang nsamya di atas Rp. 5.,000.000.000,00 (e
miyar rupish) harus mendapat persstujuan der Dewsn
Perwakiian Rekyst Dasrsh yang prosesnys dilsksanakan
se3uni dengan peraturan paludang-undangan yang bariaku.

Pemberian hibah dalam bentuk jasa dapat dianggarkan
spablla pemerintah dasrah telah memenuhl seluruh
kebutuhan belanja uriaan vajib gune memaenuhl standar
psiayanan mindmum yang ditstspken dalam persturan
pefundang-undangsn

Pemberian hibah daiam bentuk uang atau dalam bentuk
barsng ateu jasa depat diberikan kepada psmerintsh daersh
undangan . port

Pasnl 4

Hibah kepada pamaintah bortjuan untuk  menunjang
peningiatan penyelanggarsan fungsl pomerintahan i
dsaran,

Hibah kepada perusanaan daecah bertyjuan  untik
menunjang pemngkatan pelayanan hepada masyarakat.

Hibah kapade pemetintah deerab lainnya bertujuan untuk

menunjang peningkatah penyslenggarasn  pamerintah
daerah dan layanan dasar umum.

Hibah kepada badanfembagaforganisasl swasta dervatay
kelompok  masyarekat'perorangan  beftujuan untuk
menngikatkan  partisipasi dalam penyeslanggarasn
pambangunan daerah.

Pasal 8

Belanja hibeh bersifat bantuan yang tidak mengikat/lUidak
secdia terus menorus dan harus digunaksn sesuai dengan
persyaratan yong ditetapkan delsm naskah pefjanjian hibeh
dagrah
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Bartuan scalal dibecikan fidalk secam terus menerus/tidek
beruiang soflap tahun anggaran, selekti! den memilii
kojelasan penuniLken panggunasnnys.

Untuic memarad hingsi APBD sebagal instrumen keadilen
dan pemeratasn delam upaya peningkstan pelaysnan dan
kesejahterasn masyacakat bantaen dalsm bentuk uang

cdepet cianggerkan apablia pemerintah deersh eish
memonubl  selurvh kebubuhan belanjs urusan waib guna

tsrpenuhinya standar pelayanan minimum yang ditetapksn
dalam peraiuran pafundang-undangan.

Pass! T
Bardusn kousngan digunaian untuk  MeNgANgoMKAN

Banfuen keuangan yang bersifat umum, peruntulan den
penggunaannys disershian sapenuhnys kepada pameriniah
daorah peaorima bantuan,

Bantuan keuangan yang beisiat Khusus, peruntukan dan
pergelolaannys  diarshkan/didetapken oleh  pemerintsh
daarah pemberi bantuan.

Fernben barduan bersifat Khusus sebageimana dimakaud
pada ayat (3) dapal mehsysratkan penyadiagn dena
pendamping daiam APBD penerima bantuan.

Fasal 8

Surat permohonan subsidl, hibah, bentuan soslal dan
bantvan “euangan ditandatangan! cleh pimpinan Bedan,
pen:sghaan, organisasi masyarskat atau perorangan.

Pesrmohonan sebagaimana dimaksud pada ayst (1) disjukan
kepada iepals Daorah,

Permohonan subsicdi, hibah, bantuon sosial steu banhian
keuangan sebagsimana dimaksud pada syat (1), dilengkapl
dengan proposalipeincian.



(2) Swubsidi, hiL.ih, banduen soslal atau bantuan keuangan dapat
diberikan sepanjarg snggaran dan/stasu barang masih
fersoadia.

BAB M
PENGANQGARAN

Pasal 10

(1) Eelanja cubsit], belanja hibah, belanjs bentuan sosls! atau
beiarja bantusn keuangan dianggerken peda Anggeran
Pendapatan dan Balanja Daerah berdasarkan keteniuan yang
berlaku,

{2) 8etanln subs!dl, belanja hlbah belanja banluen sosial atsu
befnnje bantuan keusngon sebagalmana dimaksud peda

ayst (1) dapat dicairksn dengan :

a. beban Usang Persediaan (UP) yang nilsinys sampal
dengan Rp. 15.000.000,- (lima balas juta rupiah);
b. beban Pembaysran Langsung (L.3) yang niiainys lebih darl

fp. 15.000.000.- {lima belas jute rupish) .

) Calaen hal yang bersifat Khiusus, uniuk penyanpaian subaeldl,
hibah, bantuan scsial atou baniwan kewangon diladasiawn
cocara simbolsiseramonial, dapat dikelusrkan dengen cam
beban Uang Persadiaan 1UP) oleh Bendahara Pengeluaran.

BAR IV
PERTANGGUNGJAWAEAN

Pasat 11

{1) Penerima hejanla subsidi, belanja hibah, belanja bantusn
sosial den belanis bamusn keusngan bertangiungisweb
stas  penggunaan uangharan;  dan/stau  jasa  yang
diedmenys dan  wajidb menyampaikan  lsporen

perianggungiaweban  penggunaannya  kepada Kepais
Daarah.

(2) Loeeran pertanggrangiawabnon sebagaimana dimaksud pada
avat (1), dibust rangksp 3 (tica) yaitu :

a. asli disampailon kepada Kegaia Daarah;

b. tembuzan disampatian kepadas Kepala Badan
Pangelolaan Keuangan;

c. tembusan digampaiken kepada Satuan Kerie FPersnglot
Dewrah tarkait

(3) Terhadap pesnggunaan dana subaktl, hibah, bantuan sosial
einy bantusn keuangen sebsgaimana dimeksud peda
ayet (1) dangan jumiah di stas Rp 1.000.000.000,00
(setu milysr cupleh), dilakuken pemerisasn/audit  oleh
Aluntan Publik stau Badan Pengawes Koks Surabaya,



(4) Pembiaysan penggunaen Jssa  Alunten  Publlk
sedegaimans dimaksud pada ayat (3), dibsbankan pade
masing~masing penerima bantuan subsidi, hibeh, bantusn

sosisl atavl bantuan keuangsan.

BAR V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12
FPadn sant Peratursn Waskiots ind mutel bertaku, maka ;

a. Kepulusen Walloba Surabays Nomor

E&.mm.mm wntang Bantuan untsk Korben
NEANA ;

b. Keputusan Wallkota Surmbeyn Nomor 53 Tshun 2003 fentang
¥Krierla dan Teta Cara Pemberian Bantuan Sosial (Lembaran
Duersh Kot Surabaye Tahum 2003 Nomor 41/1D2);

¢. Peratwan Walikota Surabaya Nomor 84 Tahun 2008 tentang
Pembecian Biaya Operssionsl, Pembinaan dan Bantisn di
Kotz Sursbaya (Barita Dasrah Kots Sursbays Tahun 2006
Nemor Gd);

dicabut dan dinyatakan tidek beclelo,

Pasal 13

Pemturan Wallkoty i mulai bertaku pada tanggsl diundangkan.
Agar setap orang dapst mengetahulnym, memerintshican
pengundangen

Peratursn Wallikota Il dengan
dalam Baerite Dearsh Kota Sursbeye.

Ditapican i Surabays
pada tanggal 30 Agustus 2007
WALIKOTA SURABAYA,
td



Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 30 Agustus 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,
ttd
SUKAMTO HADI
BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2007 NOMOR 41

Salinan sesuat dengan aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH




